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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 

Al-Qur‟an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan untuk umat 

manusia yang memiliki akal dan pikiran, sehingga ia menjadikan al-Qur‟an 

sebagai petunjuk dan bimbingan hidup. Al-Qur‟an diturunkan tidak hanya 

untuk kaum bangsawan maupun orang miskin saja, juga tidak untuk orang 

pintar ataupun orang awam saja. Melainkan untuk semua golongan, dan al-

Qur‟an juga tidak memiliki batasan terhadap penganutnya. 

Berinteraksi dengan al-Qur‟an merupakan salah satu bentuk 

pengalaman beragama yang berharga bagi seorang muslim. Pengalaman 

berinteraksi dengan al-Qur‟an dapat terungkap atau diungkapkan melalui 

lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik berupa pemikiran, pengalaman, 

emosional, maupun spiritual. Banyak praktek-praktek, kegiatan-kegiatan 

ataupun pengamalan-pengamalan yang dikaitkan dengan al-Qur‟an,
1
 salah 

satunya adalah tentang kewarisan.      

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara 

mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, “Sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah 

kematiannya, tidak dalam selain harta adapun hak-hak, ia tidak diwariskan. 

                                                             
1
 Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Metodologi Penelitian Living 

Qur’an dan Hadis, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), h. 11-12  
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Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang 

semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, 

serta untuk tinggal di tanah yang dikhususkan untuk pembangunan dan 

penanaman.”
2
 

Sementara itu, menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi‟i, dan 

mazhab Hambali, warisan itu mencakup semua harta dan hak-hak yang 

ditinggalkan oleh si mayit, bahkan hak-hak yang berkaitan dengan harta 

maupun yang tidak berkaitan dengan harta.
3
 Salah satu ayat yang membahas 

tentang kewarisan sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT 

QS. An-Nisa‟: 11 

                      

                        

                                  

                          

                            

         

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

                                                             
2 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, penerjemah Ahmad Dzulfikar, dan Muhammad Khoyrurijal, 

Fiqh Sunnah, (Depok: Keira Publishing, 2015), Jilid. 5, h. 415    
3
 Ibid. 



3 
 

 

bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu-bapak bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 

meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
4
 

Ayat di atas adalah pembatalan apa-apa yang dilakukan oleh sebagian 

orang-orang Jahiliyah modern yang menyamakan antara laki-laki dan 

perempuan dalam menerima jumlah harta warisan. Suatu  tindakan yang 

memusuhi Allah SWT dan Rasul-Nya sekaligus pelanggaran batasan-batasan 

Allah SWT. 

Orang-orang Jahiliyah zaman dahulu tidak memberikan warisan sama 

sekali untuk kaum wanita, sedangkan orang-orang Jahiliyah modern 

memberikan yang bukan haknya. Agama Islam menghargai dan 

menghormatinya dengan memberikan kepadanya apa-apa yang menjadi 

haknya yang sesuai. Maka, Allah memerangi orang-orang kafir, munafik dan 

ateis yang tidak menyukainya.
5
 

                                                             
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Tajwid dan Terjemah, (Jawa Barat: CV Penerbit di 

Ponegoro, 2015), h. 78 
5
 Syaikh Dr Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Al-Mulakhkhas al-Fiqhi, penerjemah: 

Asmuni, Ringkasan Fikih Lengkap, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 726-727 
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Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada 

kaum lelaki saja sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya untuk 

mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Di 

samping itu, ada juga waris-mewarisi yang didasarkan pada perjanjian. Maka 

Allah membatalkan itu semua dan menurunkan ayat tersebut.
6
  

Ayat di atas menjelaskan, bahwa bagian anak laki-laki bila bersamaan 

dengan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak 

perempuan. sedangkan anak perempuan bila tidak bersama anak laki-laki 

maka bagiannya seperdua bila sendirian dan duapertiga jika dia dua orang 

atau lebih. Ayah dan ibu mendapat seperenam bila pewaris mempunyai anak, 

jika pewaris tidak mempunyai anak atau beberapa orang saudara, maka ibu 

mendapat sepertiga.
7
 

Menurut penulis dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, baik 

laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan harta 

warisan, baik itu dari orang tua maupun karib kerabatnya. Di samping itu al-

Qur‟an juga menjelaskan adanya ketetapan tentang jumlah atau bagian 

masing-masing ahli waris seperti, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu 

dan seterusnya. 

                                                             
6
 Fikri dan Wahidin, Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis 

Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis), Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, (Surakarta: IAIN 

Surakarta, 2016), Vol. 1, Nomor. 2, h. 195 
7
 Suwarti, Fikih Mawaris 1, (Padang: Hayfa Press, 2010), h 43  
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Segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh 

pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya, al-Qur‟an sudah 

menetapkan pembagiannya (harta warisan) kepada ahli waris. Namun, 

berbeda halnya dengan pengamalan masyarakat Kampung Puncak Sabung 

Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka mengetahui tentang ayat-ayat al-

Qur‟an mengenai pembagian harta warisan, akan tetapi mereka tidak 

mengamalkannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Angku Kamar, bahwa: 

“Harta warisan itu ada setelah meninggal, dan al-Qur‟an juga telah 

menjelaskan hukum pelaksanaannya, baik dari pengertian, rukun, 

syarat, ahli waris, pembagian dan lain-lainnya. Akan tetapi, hal 

tersebut tidak berpengaruh kepada pemikiran anak-anak zaman 

sekarang, mereka beranggapan bahwa harta apapun jenis dan 

bentuknya merekalah ahli warisnya. Hal itu disebabkan oleh 

kurangnya ilmu pengetahuan mengenai hal tersebut. Masyarakat 

kampung ini dalam hal pembagian harta warisan disesuaikan dengan 

adat, dan harta yang diwariskan tersebut disebut dengan harta pusaka 

dan harta tersebut diwariskan kepada perempuan dan sama 

pembagiannya. Hukum adat pada prinsipnya tidak mnyalahi hukum 

Islam, akan tetapi ditetapkan demikian supaya harta tersebut tidak 

berserakan, dan laki-laki hanya boleh mengelola saja. Harta yang 

didapatkan oleh perempuan tersebut dalam hal menjual dan 

menggadaikan tidak dibolehkan, kecuali digadaikan kepada hal yang 

telah ditentukan sesuai adat. Di Minangkabau, jika harta tersebut 

dibagi lebih kepada laki-laki tidak akan ada gunanya dan sia-sia, 

malahan harta tersebut akan habis olehnya sendiri. Apabila kita lebih 

berpedoman kepada al-Qur‟an maka hukum adat tersebut sangat 

berbeda, akan tetapi itu tergantung kepada keyakinan kita, apakah 

sesuai dengan adat atau al-Qur‟an.”
8
 

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa mereka memahami 

harta warisan itu adalah semua harta yang ada pada si mayit dan 

                                                             
8
 Kamar Mole, Datuk Suku Guci, Kampung Puncak Sabung Sikabu, wawancara langsung, 19 

November 2017 
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pembagiannya hanya untuk perempuan saja sesuai dengan hukum adat yang 

berlaku, sedangkan laki-laki tidak boleh memiliki ataupun mewarisi untuk 

istri dan anak-anaknya. Pembagian tersebut berbeda dengan yang ditetapkan 

oleh al-Qur‟an, dengan demikian mereka tidak mengamalkan al-Qur‟an.  

Untuk itu perlu diteliti sejauh mana mereka memahami kewarisan 

dalam Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan. Adapun alasan penulis 

memilih tempat tersebut yaitu karena merupakan salah satu kampung yang 

terletak di pelosok Kenagarian Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV 

Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan mayoritas mereka adalah beragama Islam. 

Kampung ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar yang mana mereka 

mayoritas beragama Islam, akan tetapi tidak mengamalkan ajaran Islam 

berbeda juga dengan beberapa kampung yang lain berdasarkan hasil penelitian 

di lapangan. Dengan demikian, perlu untuk diteliti apa yang melatarbelakangi 

perbedaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan yang dijelaskan dalam al-

Qur‟an. Untuk mengungkapkan rasa keingintahuan penulis terhadap 

permasalahan tersebut, maka penulis akan mengkajinya lebih lanjut dalam 

bentuk skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Kewarisan oleh Masyarakat 

Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan dalam 

Perspektif Living Qur’an.” 
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B. Rumusan Masalah dan batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis paparkan. Maka 

dengan ini penulis ajukan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, 

yaitu bagaimana masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten 

Pesisir Selatan memahami dan mengamalkan ayat-ayat kewarisan? 

Agar pembahasan lebih terarah, penulis membatasi masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kewarisan menurut para mufassir? 

2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu 

Kabupaten Pesisir Selatan terhadap ayat-ayat kewarisan? 

3. Bagaimana pengamalan masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu 

Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembagian warisan? 

4. Bagaiaman hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat 

kewarisan dengan pengamalan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui  penafsiran ayat-ayat kewarisan menurut mufassir. 

2. Ingin mengetahui pemahaman masyarakat Kampung Puncak Sabung 

Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap ayat-ayat kewarisan. 
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3. Ingin mengetahui pengamalan masyarakat Kampung Puncak Sabung 

Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembagian harta warisan. 

4. Ingin mengetahui hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap ayat-

ayat kewarisan dengan pengamalan. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi kelengkapan 

persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Agama (S. Ag.) dalam ilmu Tafsir 

dan Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam 

Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. 

2. Kegunaan yang bersifat praktis, untuk membuka wacana ilmiah dan 

mengembangkan wawasan terhadap al-Qur‟an, khususnya bentuk interaksi 

umat Islam dengan al-Qur‟an. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui 

pentingnya pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat 

Kampuang Puncak Sabuang Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan secara 

turun temurun sampai-sampai hal ini sudah membudaya pada masyarakat. 

3. Dalam dunia akademik khususnya dalam ilmu fokus al-Qur‟an dan Hadis, 

maka hal ini dijadikan sumbangsih terhadap keilmuan studi al-Qur‟an. 

 

D. Studi Kepustakan 

Permasalahan seputar pembagian harta warisan antara laki-laki dan 

anak perempuan telah melahirkan banyak peneliti yang meneliti dari berbagai 

sudut pandang dan dilakukan di berbagai tempat di dunia dan juga di wilayah 
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Indonesia. Misalnya, Choirur Roziqin mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Pekalongan pada taun 2011 meneliti tentang 

Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi 

Masyarakat Desa Pasirsari.
9

 Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam 

pembagian harta warisan masyarakat Desa Pasirsari menggunakan hukum 

waris Adat, yaitu membagi rata kepada ahli warisnya tanpa adanya perbedaan 

jenis kelamin harta warisan tersebut. Karena dengan pembagian rata tersebut 

bisa menimbulkan „makno rukun‟ yang akhirnya tali silaturrahmi tersebut 

tidak akan putus. Dan harta waris tersebut dapat bermanfaat dan barokah di 

dalam penggunaannya. Akan tetapi, di Desa Pasirsari pembagian harta waris 

itu kepada anak-anaknya saja. Adapula cara lain dengan jalan musyawarah 

semua ahli waris untuk menentukan bagiannya masing-masing, yang nantinya 

akan terjadi kesepakatan mufakat semua ahli waris. Sehingga setelah terjadi 

kesepakatan mufakat diharapkan tidak muncul sengketa di dalam pembagian 

harta warisan tersebut.
10

 

Kadek Agung Setya Nugraha mahasiswa Universitas Brawijaya 

Malang pada tahun 2014 dalam Jurnalnya yang berjudul Pelaksanaan 

Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat 

                                                             
9  Choirur Roziqin, Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam 

Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2011), h. 53 
10 Ibid. 
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Bali  (Studi Di Kabupaten Tabanan)
11

 di jelaskan bahwa, pelaksanaan 

pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan 

dilakukan dengan pewarisan sebelum meninggal yang disebut Jiwadhana. 

Untuk teknik pembagian ada 2 teknik. Pertama, teknik pembagian waris yang 

digunakan adalah dengan pertama-tama membagi warisan menjadi 4 bagian, 

masing-masing anak laki-laki mendapat 1 bagian, kemudian sisa 2 bagian 

akan diberikan bagi anak laki-laki yang akan merawat orang tuanya hingga 

meninggal. Sedangkan untuk teknik yang kedua, pembagian dengan membagi 

harta menjadi 10 bagian terlebih dahulu, masing-masing anak laki-laki 

mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian, kemudian 3 bagian 

sisa akan dimiliki oleh orang tua semasih hidup, dan apabila ketika meninggal 

masih ada sisa akan dibagi rata kepada anak laki-lakinya.
12

 

Fikri dan Wahidin dalam jurnalnya dengan judul Konsepsi Hukum 

Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam 

Masyarakat Bugis)
13

 dijelaskan bahwa Kontekstualisasi hukum kewarisan 

dalam Masyarakat Bugis dapat dideskripsikan dari bagian komunitas 

masyarakat Bugis di Kota Parepare yakni Kecamatan Bacukiki yang dapat 

                                                             
11 Kadek Agung Setya Nugraha, Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada 

Gelahang Menurut Hukum Adat Bali  (Studi Di Kabupaten Tabanan), Jurnal Ilmu Hukum, (Malang: 

Universitas Brawijaya, 2014), h. 13 
12

 Ibid.  
13

 Fikri dan Wahidin, op. cit., h. 193 
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dipetakan dalam tiga bagian wilayah yang dianggap  dapat melingkupi seluruh 

wilayah di Sulawesi Selatan,
14

 sebagai berikut: 

1. Kontekstualisasi pembagian harta warisan di Kelurahan Watang Bacukiki. 

Pelaksanaan  pembagian harta warisan pada masyarakat di Kelurahan 

Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki masih sangat variatif dalam 

menjalankan hukum, ada di antara warga Kelurahan Watang Bacukiki 

yang membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan 

berlandaskan pada hukum adat. Pada warga yang lain ada pula yang tetap 

konsisten pembagian harta warisan berdasarkan dengan hukum Islam. 

Kenyataan dalam masyarakat ada beberapa warga membagi harta warisan 

dalam jarak waktu sangat lama. Pembagian harta warisan sejak awal 

diperlukan penataan dengan baik, tanpa penataan yang baik sangat 

berpotensi dan rawan terjadi konflik antara sesama ahli waris. Penataan 

yang dimaksud salah satunya adalah harta warisan mutlak dibagikan 

kepada para ahli waris tanpa menunda-nunda dalam waktu yang cukup 

lama. Beberapa warga Kelurahan Watang Bacukiki bersengketa dalam 

harta warisan, disebabkan pembagian warisan yang tidak dilaksanakan 

seketika. Sebagai contoh, terdapat keluarga di Kelurahan Watang 

Bacukiki bersengketa mengenai harta warisan dengan pemicu ada ahli 

waris yang merebut bagian ahli waris lain dengan cara menjualnya tanpa 

izin atau persetujuannya. Ada pula konflik yang terjadi, antara ahli waris 

                                                             
14

 Ibid., h. 202 
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yang satu dengan ahli waris yang lain saling berjauhan tempat tinggal. 

Konflik yang muncul, dapat dipastikan sebagai penyebab pembagian harta 

warisan tidak diketahui titik akhir penyelesaian pembagian  harta 

tersebut.
15

  

2. Kontekstualisasi pembagian harta warisan pada Kelurahan Lemoe Pada 

tataran pembagian harta warisan di Kelurahan Lemoe ada kemiripan 

dengan Kelurahan Watang Bacukiki dalam menjalankan hukum 

pembagian harta warisan. Penelusuran terhadap penerapan pembagian 

harta warisan di Kelurahan Lemoe diungkapkan bahwa masih ada warga 

selain melakukan pembagian harta warisan baik sebelum maupun setelah 

pewaris meninggal Akan tetapi, tidak ada peralihan harta warisan kepada 

ahli warisnya dalam jangka waktu yang lama sejak kematian pewaris. 

Berdasarkan hasil konfirmasi dari salah seorang warga Kelurahan Lemoe 

menyatakan bahwa tidak pernah ada warga yang bersengketa dalam 

masalah pembagian harta warisan, apalagi dengan membawa sengketa itu 

ke pengadilan.
16

 

3. Kontekstualisasi  pembagian harta warisan di wilayah Kelurahan Galung 

Maloang dan Lompoe Warga di Kelurahan Galung Maloang dan Lompoe 

mayoritas adalah pendatang yang mendiami daerah Perumnas Wekke‟e, 

Perumahan Timurama Permai, Perumahan PDAM dan Graha Tirta  Mario 

                                                             
15

 Ibid.  
16

 Ibid. 
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(GTM), Perumahan Korem Lompoe, Perumahan Green Sulawesi, dan 

Perumahan Kodim Lompoe. Adapun khusus pada daerah Wekke‟e dan 

Lamaubeng bercampur baur antara penduduk pribumi dan pendatang. 

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada warga yang bermukim di 

seluruh perumahan tersebut yaitu dengan menerapkan hukum Islam. Hal 

itu seperti diungkapkan bahwa pada saat suaminya meninggal dunia pada 

tahun 2008, dia meninggalkan lima orang ahli waris. Ahli warisnya terdiri 

dari seorang istri, dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, 

seorang cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti yang mengganti 

ibunya yang telah meninggal dunia. Proses pembagian harta warisan yang 

ditinggalkan pewaris dilaksanakan pada tahun 2012. Para ahli waris 

sepakat menjual sebuah bangunan rumah yang terletak di perumahan 

Perumnas Wekke‟e Jl. Garuda blok G No. 12 dengan harga Rp. 

375.000.000,00. Kelima ahli waris sepakat membagi harta warisan kepada 

masing-masing ahli waris sebesar Rp.75.000.000,00.  Pembagian harta 

warisan di atas jelas mengikuti aturan-aturan dalam hukum Islam dengan 

ketentuan harta warisan  dibagikan setelah pewaris meninggal. Hanya saja 

berdasarkan ketentuan hukum Islam, ahli waris laki-laki mendapatkan 

bagian lebih banyak daripada ahli waris perempuan yaitu dengan 

perbandingan 2:1. Akan tetapi, dilihat dari pembagian di atas, harta 

warisan dibagi secara merata sehingga tidak ada perbedaan selisih jumlah 

antara bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Namun dalam 
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perkembangan selanjutnya, pembagian harta warisan tidak merata itu tidak 

dipermasalahkan oleh seluruh ahli waris.  Oleh karena itu, umumnya 

pembagian harta warisan oleh warga di beberapa perumahan Kelurahan 

Lompoe dan Galung Malong dilakukan berdasarkan dengan hukum 

Islam.
17

 

Asni Zubair dengan judul Praktik Pembagian Harta Warisan 

Masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat.
18

 

Dalam analisisnya menjelaskan bahwa Praktik pembagian harta warisan 

masyarakat Kelurahan Macanang didominasi oleh pengaruh hukum waris adat 

masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dari jumlah 11 kasus yang dikemukakan 

sebanyak 7 kasus yang pembagian hartanya dipengaruhi oleh hukum adat 

masyarakat. Pembagian harta dilakukan ketika pemiliknya masih hidup dan 

hanya diberikan kepada anak-anaknya. Begitu pula dengan besar bagiannya 

disamakan antara laki-laki dan perempuan, kalaupun ada laki-laki yang 

mendapat bagian lebih banyak disebabkan oleh keserakahan. Sedangkan 3 

kasus lain dominan dipengaruhi oleh hukum waris Islam yaitu pada kasus. 

Alasan masyarakat muslim Kelurahan Macanang dalam pembagian harta 

warisan yang mereka lakukan cukup beragam, yaitu: a. untuk menghindari 

perselisihan, b. untuk memperjelas status kepemilikan, c. untuk kelengkapan 

                                                             
17

 Ibid., h. 203 
18

 Asni Zubair, Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kelurahan Macanang 

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Jurnal Hukum Keluarga Syari’ah, November 2014, Vol. 1, Nomor. 

1, h.  37 



15 
 

 

data, d. untuk menjauhkan diri dari mengambil hak orang lain, dan e. untuk 

memberikan hak ahli waris dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt.
19

 

 Skripi Kiki Rizqiyah yang meneliti Studi tentang Pembagian Harta 

Warisan di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum 

Tambakberas Jombang menjelaskan bahwa sistem pembagian waris yang 

digunakan oleh keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali bervariasi tergantung 

dari kesepakatan keluarga untuk membagi menggunakan hukum waris mana 

yang digunakan. Pembagian waris dalam keluarga pondok pesantren al-

Ghozali telah sesuai dengan hukum Islam karena ada yang menggunakan 

bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam al-Qur‟an, dan ada pula yang 

pembagiannya menggunakan jalan tasaluh
20

 

Faktor yang melatarbelakangi pembagian waris pada keluarga Pondok 

Pesatren al-Ghozali adalah musyawarah dan keadilan tujuannya agar semua 

ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan dengan bagian yang 

didapatkannya. Pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali pembagian 

warisnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun cara yang 

digunakan berbeda-beda. Namun hal itu tidak menyimpang dari hukum Islam 

                                                             
19

 Ibid., h. 55 
20

 Kiki Rizqiyah, Studi tentang Pembagian Harta Warisan di Kalangan Keluarga Pondok 

Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 

h. 91 
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karena pembagian dengan jalan tasaluh dibolehkan dalam Islam selama 

syarat-syaratnya terpenuhi.
21

 

 Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, sudah banyak jurnal 

mauapun skripsi yang membahas secara adat maupun hukum Islam. Tetapi, 

dari beberapa karya yang ada, penulis belum menemukan jurnal atau skripsi 

yang membahas tentang “Pelaksanaan Kewarisan oleh Masyarakat Kampung 

Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan Perspektif Living Qur’an”, 

sehingga penelitian ini bisa dilakukan untuk mengetahui  pemahaman dan 

pengamalan terhadap ayat-ayat kewarisan pada masyarakat karena belum 

adanya tulisan yang membahas masalah ini. 

 

E. Definisi Judul 

Untuk menghilangkan keraguan dalam pembahasan ini, maka penulis 

merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan kata-kata penting yang 

terdapat dalam judul penelitian tersebut, yaitu:   

Pelaksanaan: proses, cara, perbuatan melaksanakan.
22

 

Kewarisan:  harta peninggalan orang yang telah mati yang secara 

hukum syara‟ telah berhak dan sah beralih kepada ahli 

warisnya.
23

 

                                                             
21

 Ibid., h. 92  
22

 KBBI, Pelaksanaa, diakses pada https://kkbi,web.id/pelaksanaan, tanggal 30 Agustus 2018, 

pukul 22.38 WIB  
23

 Amir Syafruddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 153 

https://kkbi,web.id/pelaksanaan
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Masyarakat:  sejumlah manusia diartikan seluas-luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
24

 

Perspektif:  cara pandang atau sudut pandang seseorang dalam 

menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan 

maupun tulisan. 
25

 

Living Qur‟an: adalah bagaimana al-Qur‟an itu disikapi, direspon dan 

dipraktekkan masyarakat muslim dalam realitas 

kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan 

pergaulan sosial.
26

 

Jadi, yang penulis maksud dengan judul penulisan ini secara 

keseluruhan ialah bagaimana pelaksanaan kewarisan oleh masyarakat 

Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan dalam perspektif 

Living Qur’an. 

 

F. Metode Penelitian 

Semua bentuk kegiatan penelitian yang menjadikan agama dan 

penganutnya serta berbagai aspek yang terkait dengan hal tersebut sebagai 

objeknya, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut 

                                                             
24

 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 46 
25

 Tanpa Pengarang, Pengertian Perspektif atau Sudut Padang, diakses pada 

http://definidimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-padang/, tanggal 30 Agustus 

2018, pukul 22.38 WIB 
26

 Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, op. cit., h. 49 

http://definidimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-padang/
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Kirk dan Miller, metodologi penelitian kualitatif  adalah tradisi tertentu  

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya.
27

 Sebagaimana diketahui bahwa penelitian dalam ilmu 

pengetahuan yang bersifat empirik pada umumnya bertujuan untuk 

menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran, sehingga penulis 

menggunakan metode tersebut sebagai alat untuk mengkaji bagaimana  

masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan 

memahami ayat-ayat kewarisan.  

1. Jenis penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 

teknik field reaserch. Metode deskriptif adalah menjelaskan fenomena 

secara akurat yang ditemukan di lapangan hal ini didasarkan atas 

pertimbangan dalam penelitian ini yang mencakup tentang gejala 

peristiwa dan kejadian apa dan yang sebenarnya terjadi di lapangan saat 

penelitian dilakukan.
28

 Dengan demikian penulis terjun langsung ke 

lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang tradisi tersebut. 

                                                             
27

 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 1 
28

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2014), h. 79-107 



19 
 

 

Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan 

menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode deskriptif analisa 

dimana data yang dikumpulkan melalui Snowball  yaitu bertanya kepada 

kepada satu orang dan diteruskan kepada orang lain sampai diperoleh 

informasi yang lengkap tentang masalah yang akan diteliti. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari survey yang penulis 

lakukan didaerah yang bersangkutan dan juga penulis mengambil sumber 

dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis teliti. 

a) Data primer  

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan 

dan dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara 

melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama 

yaitu sejumlah responden yang terdiri dari orang yang pernah 

melakukan tradisi mengenai pembagian harta warisan itu diambil dan 

diperoleh langsung melalui wawancara kepada masyarakat setempat.  

b) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui perantara yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 



20 
 

 

melalui masyarakat umum dan masyarakat di lingkungan setempat dan 

lainnya yaitu, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, jurnal, atau 

majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a) Wawancara   

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara
29

 dan juga 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung 

kepada responden untuk mendapatkan informasi. Dimana penulis 

langsung mendatangi informan untuk bertanya secara langsung tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.
30

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan melalui bercakap dan bertatap muka dengan 

masyarakat yang berada di sekitar daerah Kampung Puncak Sabung 

Sikabu Gunung Bungkuak Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan untuk 

memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai 

untuk melengkapi data yang diperoleh melalui informasi.  

                                                             
29

 Ibid., h.160 
30

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 

29  
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b) Observasi  

Suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan 

pengamatan dan dicatat yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang 

diselidiki, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari 

informasi-informasi mengenai apa yang akan diteliti. Di sini penulis akan 

mencari informasi-informasi yang akan di wawancarai untuk diminta 

pendapat dari mereka tentang bagaimana pelaksanaan kewarisan di 

kampung tersebut.
31

 

 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian meliputi catatan buku panduan, peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan 

penelitian lainnya.
32

 Dalam hal ini penulis mencantumkan instrumen 

penelitian serta bukti wawancara dan juga peta lokasi penelitan.  

 

 

4. Teknik Pengolahan Data  

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi langsung 

maka data tersebut diolah dan ditulis dengan cara deskriptif. Sesuai 

dengan penelitian, maka data yang didapatkan dianalisis dengan 

                                                             
31

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Satuan Pendekatan Praktis, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1998), h. 128 
32

 Ibid., h. 175. 
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menggunakan metode induktif yaitu mengumpulkan data yang bersifat 

khusus tentang bagaimana masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu 

Kabupaten Pesisir Selatan memahami ayat-ayat kewarisan. 

 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lainnya, yang di susun 

secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dan temuan tersebut 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
33

 Setelah data diolah maka 

dianalisis dengan cara membuat format data berdasarkan masalah yang 

ditemukan, membuat transkip, lalu dibuat ke dalam bentuk narasi 

(karangan yang berbentuk cerita), dan dengan cara membuat kodim 

(merangkum data yang diperoleh) sesuai dengan masalah yang ditemukan, 

dan membuat analisis temuan berdasarkan masalah dan fakta.
34

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga 

bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Agar pembahasan mudah 

dipahami, maka disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari 

permasalahan yang muncul, dan terarah. Pada setiap bagian masing-masing 

                                                             
33

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 

244-245 
34 Ibid. 
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memuat sub-sub bahasan. Maka, penulis menyusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB  I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan dan 

identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi 

kepustakaan, definisi judul, metode peneltian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Living Qur’an meliputi pengertian Living Qur’an, arti penting 

kajian Living Qur’an, pendekatan-pendekatan Living Qur’an, 

dan kewarisan dalam Hukum Islam  

BAB III : Gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis, dan 

kondisi demografis. 

BAB IV : pemahaman dan pengamalan masyarakat Kampung Puncak 

Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap ayat-ayat 

kewarisan meliputi penafsiran ayat-ayat kewarisan, 

pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat kewarisan, 

pengamalan masyarakat dalam pembagian harta warisan dan 

hubungan antara pemahaman masyarakat tentang ayat-ayat 

kewarisan dengan pengamalan. 

  BAB V        :   Penutup meliputi kesimpulan dan sara. 


